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l. Umum

sebagai upaya mewujudkan pengamanan daram rangka terflb administrasi, tertib fisik, dan
tertib hukum pada pengeroraan Barang Mirik Negara (BMN) maka perru dirakukan pengawasan
dan pengendalian BMN (wasdal BMN). Di dalam pelaksanaan wasdal terdapat 3 (tiga) unsur
yang harus diperhatikan yaitu BMN sebagai objeknya, proses pengerotaan BMN dan pegawai
yang melakukan pengurusan BMN.

Kegiatan utama wasdal BMN dilakukan melalui pemantauan dan penertiban. Apabila saat
pemantauan mendapati kondisi-kondisi yang mengharuskan untuk melakukan tindakan yang
diperlukan, maka sesegera mungkin melaksanakan tindakan lanjutan dengan melakukan
penertiban-

ll, Maksud dan Tujuan
Petunjuk ini disusun untuk dapat menjadi pegangan bagi setiap unit penatausahaan barang

dalam melaksanakan pengawasan dan pengandalian BMN sesuai ketentuan yang berlaki
dengan menerapkan prinsip-prinsip dan asas-asas pengelolaan BMN.

Sedangkan tujuannya adalah agar dapat meningkatkan tertib administrasi, tertib fisik, dan
tertib hukum pengelolaan BMN serta dapat meningkatkan akuntabilitas laporan BMN.

lll. Ruang Lingkup
Pengawasan dan pengendalian BMN dilakukan terhadap pelaksanaan pengelolaan BMN;

dan/atau pejabaupegawai yang melakukan pengelolaan/pengurusan BMN. Ruang lingkup
pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh Pengguna Barang/Kuasa pengguna Barang
di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM melipuli pemantauan dan penertiban.

lV- Dasar

1. Undang-undang Rl No. lTTahun 2003 tentang Keuangan Negara.
2. Undang-undang Rl No. '1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
3. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.
4. Peraturan Menteri Keuangan Rl No. 12OIPMK.06/2O07 tentang Penatausahaan Barang Milik

Negara.
5. Peraturan Menteri Keuangan Rl No. 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Keuangan Rl No. 171IPMK.05/201'l tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan Pemerintah Pusat.



6' Peraturan Menteri Keuangan Rr No. 244lpMK.06/2012 tentang Tata cara peraksanaan
Pengawasan dan pengendalian Barang Milik Negara.

7. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Rl No. M.HH-01. pL.05.06 tahun 20.14tentang pedoman peraksanaan penanganan Hasrt penertiban g"ong riii[ 
-r.l"i;;; 

il;bermasaiah berupa tanah, Bangunan dan Kendaraan oi t_ingxungan Kementerian Hukum danHak Asasi Manusia Republik Indonesia.
8 Surat Edaran sekretaris Jenderar Kementerian Hukum dan HAM No. sEK.pL.o4.03-001tanggar 2 Januari 2013 tentang pedoman penatausahaan Barang Mirik N"s*" dili"sk*sr"Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Repuplik lnOonesia.

Untuk melakukan hal-hal sebagai berikut :
1' Pengawasan dan pengendarian BMN terhadap peraksanaan pengeroraan BMN dan/ataupejabaUpegawai yang melakukan pengelolaan/pengurusan BMN metip-uti kegiat; ;"r*t*i;;dan penertiban.

'1. A, Pemantauan

1) Pemantauan merupakan pemantauan atas kesesuaian antara pelaksanaan penggunaan,
Pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan O"n pung",n"";; 

"L;BMN yang berada dalam penguasaannya dengan ketentuan p"r"i;;- p;;;;;;:
undangan.

2)Pemantauan dilakukan terhadap pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,
Pemindahtanganan, penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN.

3) Pemantauan atas penggunaan dilakukan baik terhadap BMN yang digunakan olehPengguna Barang/Kuasa 
.pengguna Barang, yang digunakan sementia ;l"h F;;gg;;;

Barang rainnya; dan BMN yang. dioperasikan oreh piiak rain daram ."ngt" r"nr"rii[;n
pelayanan umum sesuai tugas dan fungsi satker.

4) Pemantauan atas pemanfaatan-dan pemindahtanganan dirakukan terhadap peraksanaan
dan kesesuaian atas pemanfaatan dan pemindahtanganan yang teiarr mendapat
persetujuan dari Pengelola Barang.

5) Pemantauan atas penatausahaan dirakukan atas kesesuaian atara pelaksanaan
penatausahaan dengan ketentuan peraturan perundang_undang"n' ;";g;;i
Penatausahaan BMN.
Pemantauan atas pemeriharaan BMN dirakukan terhadap kesesuaian pemeriharaan BMN
dengan Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran dan dokuman penganggaran turunannya;
dan pengamanan BMN meliputi pengamanan administrasi, fisik da-n hukum.
Pemantauan Penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penatausahaan,
pemeliharaan dan pengamanan BMN dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
a. Pemantauan secara periodik yaitu setiap 1 (satu) tahun sekari yang diseresaikan

paling lama akhir bulan Februari tahun belialan kepada pengelola B-arang dengan
tembusan Pengguna Barang.

b. Pemantauan insidentir yaitu sewaktu-waktu paling rambat 5 (rima) hari kerja seterah
diterimanya laporan tertulis dari masyarakat dan/atau diperolehnya informasi dari
media massa, baik cetak maupun elektronik, dan harus diselesaikan paling lama 7(tujui) hari kerja terhitung sejak tanggal dimulainya pelaksanaan pemantauan
insidentil bersangkutan.

c. Pemantauan dilakukan dengan oara penelitian administrasi dan/atau penelitian
lapangan. Penelitian administrasi dilakukan dengan tahapan :

(1) menghimpun informasi dari berbagai sumber;
. laporan dari satuan kerja./instansi di bawah pengguna Barang/Kuasa

Pengguna Barang;
. hasil penertiban BMN;
. Laporan Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Semesteran dan Tahunan;. laporan hasil audit aparat pengawasan intern pemerintah;
. informasi dari media massa, baik cetak maupun elektronik; darvatau
. laporan masyarakat.

(2) mengumpulkan dokumen;
. dokumen kepemilikan BMN;
. keputusan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, terkait dengan

pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan,
Penatausahaan, pemeliharaan dan pengamanan BMN

. perjanjian dengan pihak ketiga, terkait dengan pelaksanaan Pemanfaatan dan
Pemindahtanganan.

6)



d Dalam har hasir peneritian administrasi berum mencukupi, dapat dirakukan peneritian
lapangan dengan cara diantaranya:
(1) meniniau objek BMN secara langsung;
(2) meminta konfirmasi kepada pihak teriait; dan
(3) mengumpulkan data tambahan.

1. B. Penertiban

1) Penertiban diraksanakan sebagai tindak ranjut dari hasir pemantauan dan/atau suratpermintaan penertiban BMN karena adanya rnvestigasi pengerora earang oanlatau traiii
audit aparat pengawasan intern pemerintah.

2) Penertiban oreh Kuasa pengguna Barang dilaksanakan paring rama diseresaikan daramwaktu 15 (rima beras) hari keria sejak pemantauan seresii atau surat perminiaan
penertiban BMN diterima.

3) Penertiban oreh Pengguna Barang dirakukan paring rama 1s (rima beras) hari kerja sejak
usulan da Kuasa Pengguna Barang diterima.

4) Penertiban atas Penggunaan BMN dirakukan apabita dari hasir pemantauan ditemukan
kondisi sebagai berikut:
a) BMN belum diusulkan penetapan status penggunaannya dengan tindak lanjut

mergajukan usul penetapan status penggunaan sesuai dengan batals kewenangan;'b) BMN digunakan tidak sesuai dengan penetapan status penggunaannya dengarilindak
lanjut mengembalikan penggunaan BMN sesuai dengan penetapa-n status
penggunaannya;

c) BMN tidak digunakan untuk menyerenggarakan tugas dan fungsi Kementerian hukum
dan HAM dengan tindak ranjut menyerahkan BMN tersebut kepada pengerora Barang.

5) Penertiban atas Pemanfaatan BMN apabila dari hasil pemantauan ditemukan kondisi
sebagai berikut:
a) melakukan upaya penyeresaian sesuai dengan ketentuan daram perjanjian/kontrak,

keputusan Pemanfaatan dari pengguna Barang dan surat persetijuan dari pengerora
Barang apabila ditemukan kondisi :

. bentuk Pemanfaatan tidak sesuai dengan persetujuan pengelola Barang;. jenis usaha untuk sewa atau kerjasama pemanfaatan tidak sesuii dengan
keputusan pengguna Barang dan/atau perjanjiar/kontrak;

. jangka waktu pelaksanaan pefianfaatan melampaui jangka waktu yang diatur
dalam keputusan Pemanfaatan dari pengguna- Barang 

- 
din/atau

perjanjian/kontrak;
r penerimaan negara dari pemanfaatan tidak dilaksanakan sesuai dengan materi

dalam surat persetujuan dari pengelola Barang.
b) mengajukan usul pemanfaatan kepada pengelola Barang apabila pemanfaatan BMN

belum mendapatkan persetujuan Pengelola Barang.
6) Penertiban atas Pelaksanaan Pemindahtanganan apabila dari hasil pemantauan

ditemukan kondisi sebagai berikut:
a) bentuk dan jenis pemindahtanganan tidak sesuai dengan persetujuan pengelola

Barang dengan tindak lanjut pembatalan pelaksanaan pemindahtanganan ianpa
penggantian dalam bentuk apapun dari APBN,

b) penerimaan negara dari Pemindahtanganan untuk penjualan lidak sesuai dengan
peraturan perundang-undangan dengan tindak lanjut melakukan upaya penyelesaian
sesuai dengan ketentuan dalam risalah lelang, keputusan pemindahtanganan dari
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, dan/atau surat persetujuan dari
Pengelola Barang.

7) Penertiban Atas Pelbksanaan Penatausahaan BMN dengan tindak lanjut koreksi
pencatatan dalam SIMAK BMN dan/atau upaya penyelesaian sesuai dengan peraturan
perundang-undangan apabila dari hasil pemantauan ditemukan kondisi sebagai berikut:
a) BMN tidak dicatat dalam SIMAK BMN;
b) adanya pencatatan ganda BMN dalam SIMAK BMN;
c) laporan BMN tidak tepat waktu; dan/atau
d) rekonsiliasi BMN dengan Pengelola Barang tidak dilakukan tepat waktu.

8) Penertiban atas Pelaksanaan Pemeliharaan BMN dilakukan tindak lanjut upaya
penyesuaian pemeliharaan BMN apabila dari hasil pemantauan terdapat ketidaksesuaian
anlara pelaKsanaan pemeliharaan BMN dengan Daftar lsian Pelaksanaan Anggaran
(DIPA) dan dokumen penganggaran turunannya.



/

9) Penortiban atas Penoamanan BMN apabila dari hasir pemantauan ditemukan kondisiBMN berupa tanah be]um 
.uersertipixat'atas n"ni. p"#.i"ii[n Repubrik rndonesia c.o

5:il:?'"l,il'"Ti:il"? HI^:'l-';;"' "r"r' iit'lii r!iliila;)atau er,*.r aaram senskeil,
ordr-osljoi"i,"ildtffit,:'3kffi'"T'r"til:1"*"rmentumnam-rloil"'r\r\:;

lfi 'il'"#lT.ST"i5;ln"f 9.d'".,r"n;;,;il;h:'#l'T^T"Ll";,lft?:if 1l
Memberikan penierasan tertrri" ,l 

dan Hak Asasi Manusia Republik rndonesia.

a"n,nu""G"Iii#;il,;H"":,1";J,ilfi11"Xil l"TH[':*:';# J:niliTr,:il:fff;ili,1""
Meminta aparat pengawasan intern pemerintah untuk merakukan audit atas tindak lanjut hasirpemantauan dan penertiban BMN apabita il i;;ik;;il;ilro"nn"n datam petaksanaanPenggunaan, 

_. 
pemanfaatan, p".ii o"nl"g.*";, T.ff;iUL"r, pemeriharaan danpengamanan BMN;

Menindaklanjuti hasil audit sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk melakukan uoavahukum apabila dari hasir audit terbuiti r"'o"p"ipL"vi;E"gilil ,;il;ik;;';i;;ti:iis""*'"
Membuat laporan tahunan hasil Dengawasan dan pengendalian BMN paling lambat pada akhirburan Februari dan apabila terdanat ienselola;n nil-r.i i"ii;;;;;*nan penerimaan negara,maka Iaporan tahunan harus dilampiri dengan sarinan/fotok"opi bu'kti setor penenmaan negara kekas negara;

Terhadap.Pengg.una Barang/Kuasa pengguna Barang yang tidak melakukan pengawasan danpengendarian BMN dikenakan sanksi berupa penunoa-an pe"nyetelaian usulan pengelolaan BMN
Ilns .diajukan kepada pensetota_ 

l?l?ng: ft.n. ;"i";-k'"*sj;; negara akibat ketataian,penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengeroraan eMN cisEtesaitai 1.""r"l"i1""trtu"'sJ^iirugi serta setiap pihak yang mengakibatkan t"rrgiin n"g"; ia'pat orxenakan sanksi sesuaiperaturan perundang-undangan.
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4
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